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BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

[bookmark: _Toc233448236]A. Kesimpulan
1. Kajian hukum pidana terhadap pelanggaran batas kecepatan sebagai penyebab kecelakaan lalu lintas fatal menunjukkan bahwa batas kecepatan merupakan standar kehati-hatian yang wajib dipatuhi oleh setiap pengemudi. Pelanggaran terhadap batas tersebut pada awalnya dapat berupa pelanggaran lalu lintas, tetapi berubah menjadi bagian dari konstruksi tindak pidana apabila mempunyai hubungan sebab akibat dengan kecelakaan dan akibat korban jiwa. Dalam perkara di Jalan Tol Indrapura-Kisaran, pengemudi mengakui melaju sekitar 110 kilometer per jam, sedangkan batas maksimum jalan tol yang diketahuinya adalah 100 kilometer per jam. Fakta tersebut harus dibaca bersama kondisi mengantuk, tidak adanya pergantian pengemudi, kegagalan menjaga jarak aman, kondisi jalan yang baik, cuaca cerah, tingkat kerusakan kendaraan, serta keterangan saksi. Dengan demikian, pelanggaran kecepatan bukan satu-satunya sebab, tetapi menjadi faktor penting yang memperbesar risiko benturan dan beratnya akibat kecelakaan.
2. Bentuk kelalaian pengemudi dalam perkara kecelakaan lalu lintas fatal tersebut bersifat kumulatif. Kelalaian terlihat dari keputusan tetap mengemudi setelah perjalanan jauh tanpa istirahat dan tanpa pergantian pengemudi, tetap mempertahankan kecepatan sekitar 110 kilometer per jam ketika merasa mengantuk, tidak menurunkan kecepatan sesuai kondisi fisik, tidak menjaga jarak aman, gagal mengamati kendaraan truk di depan, dan tidak melakukan tindakan pencegahan yang memadai sebelum benturan. Keadaan ini menunjukkan penyimpangan dari standar pengemudi yang wajar dan berhati-hati. Bentuk kelalaian harus dibuktikan melalui persesuaian keterangan tersangka dan saksi, olah tempat kejadian perkara, sketsa kecelakaan, pemeriksaan kendaraan, rekonstruksi, bukti elektronik, hasil medis, dan dokumen lain yang relevan.
3. Pertanggungjawaban pidana pengemudi dapat diterapkan apabila terbukti memenuhi unsur sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor, melakukan kelalaian, mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, dan menyebabkan orang lain meninggal dunia. Dasar utamanya adalah Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam perkara ini, empat korban meninggal dunia dan tiga korban luka merupakan akibat yang harus dihubungkan secara kausal dengan kecepatan berlebih, kondisi mengantuk, dan kegagalan mengendalikan kendaraan. Pengemudi baru dapat dipidana setelah terdapat alat bukti yang cukup, kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf. Perdamaian dan santunan kepada keluarga korban dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan, tetapi tidak menghapus sifat pidana dari kecelakaan yang menimbulkan kematian.
[bookmark: _Toc233448237]B. Saran
1. Kepada Satlantas Polres Batu Bara, disarankan agar penyidikan kecelakaan fatal di jalan tol menggunakan matriks pembuktian yang menghubungkan kecepatan kendaraan, kondisi fisik pengemudi, jarak aman, posisi kendaraan, jejak pengereman, kerusakan kendaraan, keterangan saksi, hasil medis, dan akibat terhadap korban dengan setiap unsur pasal yang diterapkan. Pemeriksaan tidak boleh hanya bertumpu pada pengakuan pengemudi atau perkiraan saksi, tetapi harus diperkuat rekonstruksi, pemeriksaan teknis kendaraan, data elektronik, dan pendapat ahli apabila diperlukan.
2. Kepada Polres Batu Bara dan pengelola Jalan Tol Indrapura-Kisaran, disarankan memperkuat koordinasi melalui pertukaran rekaman kamera pengawas, data kendaraan, informasi kondisi ruas, pengawasan batas kecepatan, penempatan rambu yang mudah terlihat, serta pelayanan cepat ketika terjadi kecelakaan. Pencegahan juga perlu dilakukan melalui edukasi mengenai kewajiban beristirahat, bahaya mengemudi dalam keadaan mengantuk, pentingnya pergantian pengemudi dalam perjalanan jauh, dan konsekuensi pidana apabila pelanggaran kecepatan menimbulkan korban jiwa.
3. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan melakukan penelitian komparatif terhadap perkara kecelakaan jalan tol di beberapa wilayah dengan melibatkan penyidik, pengelola jalan tol, ahli rekonstruksi kecelakaan, tenaga medis, korban, dan keluarga korban. Penelitian berikutnya dapat mengkaji efektivitas kamera pengukur kecepatan, penggunaan data kendaraan dalam pembuktian, konsistensi penerapan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, serta hubungan antara kelelahan pengemudi, durasi perjalanan, dan tingkat fatalitas 
1



image1.jpeg
AL WASHLIYAH





